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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT DI PUSKESMAS SUKAMAKMUR LABUHAN BATU

Oleh:

Nitra Eka Safitri
1503100146

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayananan kesehatan yang
dekat dengan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat puskesmas
memiliki tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari
upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam pemenuhan
tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk
pelayanan Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahaui Implementasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data
kualitatif ~yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak bagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
75 Tahun 2014 tentang pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan belum terlaksana
dengan baik, tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai disebabkan lamanya
proses yang dilakukan Kepala Puskesmas ke pihak Dinas Kesehatan. Proses yang
dilakukan pihak puskesmas sudah sangat mendukung dengan saling
bekerjasamanya tenaga kesehatan yang sudah tersedia melayani keaadaan yang
ada di Puskesmas, hanya saja sarana dan prasarana yang masih kurang
menyebabkan kurang maksimalnya tenaga kesehatan melayani dipuskesmas serta
Kurangnya SDM yang sedang diupayakan pihak puskesmas dengan melakukan
sosialisasi, pelatihan-pelatihan, serta melaporkan ke Dinas Kesehatan. Disini
pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih lemah dalam menjalankan Peraturan
Menteri Kesehatan.

Kata Kunci: Puskesmas dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung
kepada masyarakat yang bersifat komprehensif dengan kegiatannya terdiri dari
upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas sebagai salah satu
sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan
oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, dan juga puskesmas
merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat salah satu bagian
integral dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan yang harus berjalan terpadu
untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Kebutuhan akan layanan puskesmas yang bermutu semakin meningkat seiring
dengan semakin membaiknya perekonomian dan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, Puskesmas telah mengalami perkembangan
cukup berarti dengan diterbitkanya berbagai peraturan dan perundang-undangan
yang bertujuan untuk memdorong investasi dan menciptakan kondisi bisnis dan
jasa puskesmas yang lebih baik.

Pelayanan puskesmas semakin hari akan mengalami kemajuan dan
semakin kompleks, baik dari segi pelayanan ataupun sumber daya yang
dibutuhkan. Peningkatan peralatan saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan
manajemen selanjutnya yang lebih sesuai, maka keperluan sistem informasi yang

dapat menunjang manajemen tersebut agar tercipta kesesuaian yang diperlukan.



Tidak mungkin ada manajemen akan berjalan dengan lancar tanpa didukung
dengan sistem informasi yang sesuai.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh puskesmas yaitu adanya
sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Tenaga Kesehatan di
Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan
kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan
kesehatan dirinya dalam bekerja.

Tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan
pembangunan dan pelayanan kesehatan. Perawat sebagai petugas kesehatan
mempunyai peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja adalah indikator kemampuan
suatu negara untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyatnya, terutama di daerah
rentan seperti daerah pedesaan dan terpencil. Pertumbuhan penduduk yang
semakin meningkat dan bila tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga
kesehatan yang memadai serta akses kesehatan yang mencukupi akan
menimbulkan sebuah masalah kesehatan di masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah seseorang yang
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu,

keluarga dan masyarakat.



Kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas merupakan isu penting yang
harus segera diatasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan sistem
kesehatan. Petugas kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam sistem
kesehatan, namun sangat sering diabaikan. Petugas kesehatan enggan bekerja di
daerah pedesaan atau terpencil karena sedikitnya dukungan atau pengawasan,
kurangnya sumber daya kesehatan, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk dan
isolasi dari rekan-rekan professional.

jumlah tenaga kesehatan puskesmas  sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas pasal 16 ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a.) Dokter atau Dokter
Layanan Primer, b.) Dokter gigi, c.) Perawat, d.) Bidan, e.) Tenaga Kesehatan
Masyarakat, f.) Tenaga Kesehatan Lingkungan, g.) Ahli Teknologi Laboraturium
medik, h.) Tenaga Gizi dan i.)Tenaga Kefarmasian. Dilihat dari ketersediaan
tenaga kesehatan dipuskesmas Sukamakmur Labuhan Batu yaitu: Dokter umum
sebanyak 3 orang, Perawat sebanyak 7orang, Bidan sebanyak 18 orang, Tenaga
Kesehatan Masyarakat sebanyak 2 orang, Tenaga kesehatan non pns 26 orang
dalam berbagai bidang, Tenaga Laboratorium 1 orang. Maka dapat dilihat dari
jumlah tenaga kesehatan yang ada dapat dikatakan di Puskesmas Sukamakmur
belum memenuhi standarisasi yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakaat karena masih belum
tersedianya Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Kefarmasian
yang belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan di Puskesmas Sukamakmur

Labuhan Batu.



Akibat dari SDM kesehatan yang masih kurang dan belum sesuai standar
yaitu, memperlambat pencapaian tujuan yang di tetapkan, pasien tidak terlayani
dengan baik, banyaknya pasien yang mengeluh dan terjadi antrian yang lama dan
panjang sehingga banyak pasien merasa kecewa dengan layanan yang diterima.

Hal ini semua tentunya tanggung jawab pemerintah seperti yang sudah di
amanatkan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan
adalah merupakan hak asasi manusia yang tercantum, Pada pasal 28 H dinyatakan
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan maslah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga
peneliti dapat terarah dalam pembahasan masalah yang akan di teliti, mengetahui
arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas
dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang dapat

difokuskan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Peraturan



Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harusla mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa
adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak mencapai sasaran
sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang peneliti
kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:
Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Mentri Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur

Labuhan Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan dan
wawasan peneliti tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat Di Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas
permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak Puskesmas Sukamakmur

Labuhan Batu .



c. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan
khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara serta bahan perbandingan

bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis,logis dan konsisten agar
dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis,maka dibuat sistematika
penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu

sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan

BAB Il - URAIAN TEORITIS
Bab ini terdiri dari Konsep Implementasi Kebijakan Publik,
Pengertian implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian
Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian
Puskesmas,Pengertian Tenaga Kesehatan, Syarat Tenaga
Kesehatan.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi



Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik
Analisis data, Narasumber, Lokasi dan Waktu Penelitian,
Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUPAN
Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Implementasi

Wahab (2001:68) mengemukakan implementasi adalah keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau  keputusan bahan peradilan. Keputusan tersebut haruslah
mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses
implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah
tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-
undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh
badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan
tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun
yang tidak dikhendaki, dari output tersebut, maka dampak keputusan sebagai
dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, Lalu
dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan
untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun

swasta. Secara lebih khusus, menurutnya implementasi kebijakan (Policy



Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di

dalam kurun waktu tertentu.

Winarno (2012 : 148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh
berbagai aktor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan.
Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan:

a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang harus
mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya
berjalan lancar.

b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi
arahan-arahan kongkret, regulasi serta rencana dan desain program.

c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan
mereka dengan menciptakan unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi
beban kerja.

d. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada
pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Menurut Wahab (2005 : 135) merumuskan proses implementasi sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat
atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Guntur (2004 : 39) implementasi adalah suatu perluasan yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis,
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dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan
kebijakan itu sendiri.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah
aktivitas atau tindakan yang terencana dengan strategis yang benar guna
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah tahap yang
penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang
ditempuh oleh pemerintah benar-benar berjalan dengan lancar dilapangan dan

berhasil untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2.1.2 Kebijakan

Menurut Winarno (2010 : 21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan
arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau
sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep
kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.
Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang
merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005 : 17) kebijakan adalah segala sesuatu yang
dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan
harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi
pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang

besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan
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persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan
ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam
menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan
yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah
antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan
pengadilan kriminalitas dan pengembangunan perkantoran.

Menurut Abidin (2004 : 45) kebijakan sebagai suatu sistem yang terdiri
dari atas sub sistem atau elemen, komposisi dari suatu kebijakan dapat di lihat
dua perspektif yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi
struktur kebijakan terhadap lima unsur yaitu :

a. Unsur pertama, tujuan kebijakan telah di pahami bahwa suatu kebijakan
dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai tanpa ada tujuan tidak perlu
ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian
yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka
waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran,
orientasi dan dukunganya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang
baik.Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat Kkriteria:
diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis (rational or realistic), jelas
(clear), dan berorientasi ke depan (future oriented).

b. Unsur kedua, masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting
bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara

tepat dapat menimbulakn kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.
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c. Unsur ketiga, demand atau yang disebut dengan tuntutan atau tantangan
atau sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan
dapat bersifat moderat atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.

d. Unsur keempat, dampak atau outcome, dampak merupakan tujuan lanjutan
yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan
ciri kebijakan yang dapat bersifat positif atau negative, dampak yang
ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.

e. Unsur kelima, Sarana atau alat kebijakan (policy instruments). Suatu
kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud.
Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan
kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. Kebijakan
sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang
aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau

persoalan tertentu.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan
yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari
aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain dan kebijakan
adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk

mencapai suatu tujuan.
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Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijkan adalah suatu
tindakan/kegiatan/aktivitas/cara yang merupakan keputusan yang terarah,
terukur yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk

mecapai suatu tujuan tertentu

2.1.3 Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari
pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what goverment do or not to
do” kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk
mematuhinya. Sebuah sistem kebijakan diciptakan memiliki fungsi-fungsi
yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran
kebijaksanaan ekstra aktif, distributif dan menjamin hak asasi warga
masyarakat dari penyalah gunaan kekuasaan yang dilakukan oleh
penyelenggara pemerintah ataupun kelompok yang dominan di masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015 : 3) berpendapat bahwa kebijakan publik
merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang
berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah dengan
stakeholder dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai urusan
publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Menurut Wahab (2014 : 20) kebijakan publik merupakan kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai

beberapa karakteristik kebijakan yaitu:
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Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sengaja yang dilakukan dan
mengarah pada tujuan tertentu dari pada sekedar sebagi bentuk
perilakuatau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-
asalan,dan serba kebetulan.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
salingberkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang
berdiri sendiri.

Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam
bidang-bidang tertentu.

Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dwijowijoto (2003:128) macam-macam kebijakan publik dapat

dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kebijakan publik yang dilihat dari pembuatnya.

a. Pusat: Pada kebijakan ini dibuat oleh suatu pemerintah atau lembaga
negara yang berada di pusat untuk mengatur semua warga negara dan

seluruh wilayah Indonesia.
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b. Daerah: Pada Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga

daerah untuk mengatur suatu daerahnya masing-masing.
2) Kebijakan publik menurut sifatnya

a. Kebijakan umum ekstraktif, merupakan penyerapan sumber-sumber
materil dan sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Seperti
pemungutan pajak dan tarif iuran dan retribusi dari masyarakat, dan
pengeolaan sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan umum distributive, merupakan pelaksanaan distributif dan
alokasi sumber-sumber kepada masyarakat.

c. Kebijakan umum regulatif, merupakan pengaturan perilaku anggota
masyarakat.Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan
peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat
dan para penyelenggara pemerintah negara.

Menurut Mustopadidjaja (2002: 57) Suatu kebijakan publik memiliki
mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi tahap
untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau
masalah public yang ada. Sistematika/mekanisme kebijakan publik dimaksud
adalah:

a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya
bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau
bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa

diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus di selesaikan.



16

b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu
kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan
warganya termasuk pimpinan negara.

. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh

(]

pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan
masyarakat.

d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan
diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah
kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan

diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa
kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan
oleh masyarakat

f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome

yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai

dengan kebijakan tersebut.

Menurut Agustino (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai
keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi)
tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi

keputusan tersebut.
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Menurut Dun (2003 : 26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan

kebijakan publik, yaitu :

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi
masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui
penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan
asumsi yang tersembunyi, mendiaknosa penyebab-penyebab,
memetakkan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan
pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang
kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakn tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai
akibat diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap
ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatife yang
akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini
membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.

Rekomendasi membantu mengestimasikan tingkat resiko dan
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ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil
sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap
implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan
dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan
kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan
kebijakan.

Seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye (2009:19) kebijakan publik
adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau
tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever goverment choose to do
or not to do). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai
perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah
atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh

(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di
tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. tindakan

atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai
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dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang
dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan

publik tidaklah efektif.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah
suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang
muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Tindakan-tindakan ini mencakup
usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
mencapai perubahan besar dan kecil yang diterapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan
atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap
implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana
disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan
langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik

tersebut.
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Winarno (2012 : 102) menyatakan implementasi kebijakan publik
merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu
(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap
implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana
disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan
publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana
organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Tachjan (2006 : 25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik
merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan
ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan
evaluasi kebijakan.

Widodo (2011 : 96) mengajukan empat faktor yang berperan penting

dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi
Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).
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b. Sumber daya

Sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber
daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya
financial.Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun
kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok
sasaran.
c. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada
implementor kebijakan/program.Karakter yang paling penting dimiliki
oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan
struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya
sudah memiliki Standar Operation Procedur (SOP). SOP merupakan
pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan
kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi
yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan
komplek yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi
kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-

undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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2.2 Pusat Kesehatan Masyarakat

Pusat kesehatan masyarakat adalah unit Pelaksana Tekanis Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya. Yang berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat
pelayanan kesehatan stara pertama.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota
yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu
wilayah kerja (DEPKES RI:2006).

a. Unit pelayanan teknis
Sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota,
puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis oprasional
dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama
serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
b. Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal.
c. Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan
Penannggungjawaban  utama  penyelenggaraan  seluruh  upaya
pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan

kabupaten/kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian
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upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.

d. Wilayah Kerja

Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan.
Tetapi apabila di suatu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka
tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan
keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas
tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota. Ada tiga fungsi puskesmas, yaitu:

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah
kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di
samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
penyelenggaraan setiap program pembangunanx di wilayah kerjanya. Khusus
untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah
mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran,
kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup

sehat, berperan aktif dalam memperjuangankan kepentingan kesehatan termasuk
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sumber pembiayaannya, serta ikut menerapkan, menyelenggarakan dan
memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga
dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi,
khususnya social budaya masyarakat setempat.
c. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan

kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi:

1) Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat
pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit
dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan
perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu

ditambah dengan rawat inap.

2) Pelayanan kesehatan masyarakat
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat
publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
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Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi
kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan qgizi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat

serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Kedudukan-kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan
SKN (sistem kesehatan nasional), system kesehatan kabupaten/kota dan system

pemerintah daerah:

a.  System kesehatan nasional

Kedudukan puskesmas dalam system kesehatan nasional adalah sebagai
sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang Dbertanggungjawab
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
di wilayah kerjanya.

b.  Systeml kesehatan kabupaten/kota

Kedudukan puskesmas dalam system kesehatan kabupaten/kota adalah
sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung
jawab  menyelenggaarakan  sebagian  tugas pembangunan  kesehatan
kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

c.  Sistem pemerintah daerah

Kedudukan puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah sebagai
unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit

struktural Pemerintah Daerah/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.
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d.  Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama

Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan
kesehatan starata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta
seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai
kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan
kesehatan strata ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat
pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat
seperti posyandu, polindes, POD (pos obat desa) dan Pos UKK (upaya kesehatan
kerja). Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan

berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah pembina.

Organisasi

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas
masing-masing puskesmas. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu
kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan

penetapannya dilakukan dengan peraturan daerah.

Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi puskesmas sebagai

berikut:

1)  Kepala puskesmas

2)  Unit tata usaha yang bertanggungjawab membantu kepala puskesmas dalam

pengolaan:



3)

4)
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a) Data dan informasi

b) Perencanaan dan penilaian

C) Keuangan

d) Umum dan kepegawaian

Unit pelaksana teknis fungsional puskesmas:

a)  Upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM

b)  Upaya kesehatan perorangan

Jaringan pelayanan puskesmas:

a)  Unit Puskesmas Pembantu

b)  Unit Puskesmas Keliling

c)  Unit Bidan di Desa/Komunitas

Selanjutnya Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehtan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 adalah fasilitas pelayananan kesehtan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
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2.3 Tenaga Kesehatan
2.3.1 Pengertian Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehata adalah setiap individu yang bekerja atau mengabdi di bidang
kesehatan, cukup pengetahuan dan keterampilan serta pernah menempuh
pendidikan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 bahwa tenaga kesehatan
memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang
maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat
kesehatan yang setinggi- tingginya sebagai investasi bagi pembangunan
sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah
satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Udang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kesehatan sebagai
hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan meratu, serta aman,
berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan tenaga kesehatan
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab , yang memiliki
etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus
harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan,
sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan

agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan
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perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan. Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan dan
individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh
masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada
tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan
adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2.3.2 Syarat Tenaga Kesehatan
Syaratnya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang harus
berdasarkan kriteria yang dipenuhi untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Standar profesi adalah niat atau itikad baik tenaga kesehatan, bertolak dan suatu
tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Yang
dimaksud syarat tenaga kesehatan adalah pedoman yang digunakan sebagai
petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
Syarat-syarat tenaga kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun
1996 :
a. Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di
bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga

pendidikan.
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b. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah
tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari Menteri.

Maka dapat disimpulkan syarat tenaga kesehatan adalah segala kegiatan

yang dilakukan tenaga kesehatan berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan dan

tenaga kesehatan juga harus memiliki keahlian yang dapat memajukan sistem

pelayanan tenaga
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriftif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan
data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau
narasumber.

Data deskriftif ialah data indicator bagi norma-norma dan nilai-nilai
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu
sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat
diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif
sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara
mendeskripsikan suatu masalah.

Menurut Moelong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah
tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan
benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yg

tersirat dalam dokumen.

30
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Arikunto (2010:10) mengatakan agar penelitian dapat betul-betul
berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data dalam bentuk variable atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun > PuskesmasSukamakmur
2014 Tentang Pusat Kesehatan Labuhan Batu
Masyarakat. |

‘ l

Pemenuhan Persyaratan
Tenaga Kesehatan:

a. Adanya standar
profesi.

b. Adanya standar
pelayanan.

c. Adanya standar
prosedur oprasional.

Tersedianya Tenaga kesehatan yang d. Adanya Etika
professional. < Profesi.
e. Adanya sifat

menghormati hak
pasien.
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3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok, atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik

jumlah kejadian,keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunaan konsep-

konsep sebagai berikut :

a.

Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan
yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang
berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.

Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk
pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki
serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan
sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam
masyarakat.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan
suatu perundang-undangan, peraturan dari suatu program pemerintah
guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu di
dalam tatanan hidup masyarakat.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota  yang bertanggungjawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
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f. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

3.4 Kategorisasi
Kategorisasi adalah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas
dasar pemikiran konstitusi, pendapat atau kriteria terentu. Kategorisasi
menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga
diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan
merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang
ditetapkan dan di setujui.
Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan.
b. Adanya proses yang dilakukan untuk mendukung kebijakan.
c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai suatu
kebijakan.
d. Adanya ketersediaan tenaga kesehatan.
3.5 Narasumber
Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian. Adapun

kriteria narasumber adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan



dan mengetahui dengan baik permasalahn yang akan diteliti. Adapun yang

menjadi narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

a.

Kepala Puskesmas Sukamakmur

Nama : Siti Berlian, SKM, M.MKM
Umur : 47 Tahun
Pendidikan Y

Kepala Tata Usaha Puskesmas Sukamakmur

Nama : Rivka Vimana, S.Kep
Umur : 36Tahun
Pendidikan . S1

Bidan Koordinator Puskesmas Sukamakmur

Nama . Aspita Nirwana, Am.Keb
Umur : 50 Tahun
Pendidikan :D3

Dokter Umum Puskesmas Sukamakmur

Nama : Dr. Irwan Efendi Batubara
Umur 43 Tahun
Pendidikan 1 S1

Bidan Puskesmas Sukamakmur
Nama : Eko Mawarni, Am.Keb
Umur 147 Tahun

Pendidikan : D3

35
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan maka penulisan menggunakan teknik dalam
pengumpulan data penelitian ini, yaitu wawancara, mengartikan wawancara
sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang,
kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan
dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang
diwawancarai.

3.7 Teknik Analisi Data

Bodgan dan Bliken (2004: 248). Analisis data adalah keseluruhan
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan
membentuk pola, menemukan apayang penting dan apayang di pelajari, dan
memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moleong (2004:87) adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan
satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh
penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di proleh melalui
pengumpulan data kemudian akan diinterprestasikan sesuai dengan tujuan
penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diproleh dari hasil wawancara

yang diuraikan secara deskriptif.
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3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan di teliti dalam
mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian
ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Puskesmas
Sukamakmur Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dan waktu
penelitian dimulai pada bulan Maret 2019 sampai dengan selesai.
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat.
Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan
karet.Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu
berada pada jalur lintas timur Sumatra dan berada pada persimpangan menuju
Provinsi Sumatra Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat
perkembangan wilayah di Sumatra dan Jawa serta mempunyai akses yang
memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dua
Kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribu kota
di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribu kota di Labuhan Bilik.

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km? atau setara dengan
12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Sebagai Kabupaten terluas
kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya

sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada
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koordinat 10 260 — 20 110 Lintang Utara dan 910 010 — 950 530 Bujur timur.
Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten
Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km?2 dan
penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003
Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik
se-indonesia.Berdasarkan BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, jumlah
penduduk kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa.

Pada mulanya jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan.
Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. Berikut
nama-nama kecamatan tersebut yaitu :

a. Bilah Barat

b. Bilah Hilir

c. Bilah Hulu

d. Panai Hilir

e. Panai Hulu

f. Panai Tengah
g. Pangkatan

h. Rantau Selatan

i. Rantau Utara
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3.9.2 Sejarah Singkat Berdirinya Puskesmas Sukamakmur
Puskesmas Sukamakmur merupakan sarana kesehatan pemerintah yang
dibangun di Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun 1998 dan sampai saat ini sudah
berdiri dan beroprasi selama 21 Tahun dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
wilayah kerja Puskesmas Sukamakmur mencakup 2 (dua) desa yaitu Desa
Tebinglinggahara Lama dan Tebinglinggahara Baru dan 18 dusun dengan Luas
Wilayah 2.460 Km2 dengan jumlah penduduk 9.728 * jiwa.

Batas wilayah Puskesmas Sukamakmur sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas
Perlayuan.

e Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas
Pangkatan.

e Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas
Perlayuan.

e Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas
Perlayuan.

Puskesmas Sukamakmur yang berada di Jalan Besar Sukamakmur
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu termasuk daerah beriklim tropis
dengan memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan, Bangunan
Puskesmas ini awalnya adalah Tanah wakaf dari salah satu masyarakat yang
menginginkan adanya aktivitas kesehatan yang memadai di daerah tersebut agar

dapat memakmurkan drajat kesehatan di sekelilingnya maka dari itu Kepala Desa



40

mengusulkan kepada Bupati yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk
merealisasikan dan mendirikan bangunan tersebut.

Pada awal tahun berdirinya Puskesmas Sukamakmur ini dengan keadaan
yang belum memadai sebab dulunya Puskesmas tersebut adalah Sebidang tanah
kosong yang dimiliki masyarakat sekitar sehingga saat di jadikan puskesmas
tersebut tidak sepenuhnya seperti Puskesmas yang memadai, dengan ruangan
yang sangat terbatas dan belum memenuhi standar yang diinginkan dan masih
kurangnya tenaga-tenaga kesehatan yang dapat memenuhi puskesmas tersebut.

Tahun demi tahun di lalui namun keadaan Puskesmas terus memiliki
perubahan Puskesmas tersebut di perbaharui begitu pula Kepala Puskesmasnya,
setiap kepala Puskesmas memiliki visi dan misi untuk merubah Puskesmas

tersebut menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

3.9.3 Visi Dan Misi Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu
Visi : Masyarakat sehat dan berkualitas di wilayah puskesmas sukamakmur.
Misi:
1) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang
kesehatan.
2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yanag bermutu, terjangakau,
cepat dan tempat yang berorientasi kepada kepuasaaan pelanggan.
3) Meningkatkan kerjasama Lintas Sektor yang baik dan professional dalam
pembangunan kesehatan masyarakat.

4) Melaksanakan pelayanan administrasi yang berkualitas



3.9.4 Struktur Organisasi

Gambar struktur organissi Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu:

Gambar 3.2

KEPALA PUSKESMAS
SITI BERLIAN,SKM,
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3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Puskesmas

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan
yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak

menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan menyingkatnya menjadi tusi.

Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas
pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan
tata  kerja suatu kementerian  negara/lembaga sering  disebutkan  bahwa
suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan

sebuah tugas pokok.

1. Kepala Puskesmas

Tugas pokok (Tupoksi) Kepala Puskesmas yaitu bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan yang ada di Puskesmas, kepala puskesmas
juga berperan sebagai manager, edukator, pemimpin, motivator, dan juga
inovator. Pelaksanaan rencana kerja,
meliputi:

a. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi.

b. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan.

c. Sebagai tenaga ahli pendamping Camat.

d. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di

puskesmas
e. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan

program dan pengelolaan keuangan.
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Mengadakan koordinasi dengan Camat dan Lintas Sektoral dalam
upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja.

Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam
rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menyususn perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu oleh staf
Puskesmas.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas.
Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan Kota, baik
berupa laporan rutin maupun khusus.

Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan.

2. Kepala Tata Usaha

a.

b.

Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di unit TU.

Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU.
Menggantikan tugas Kepala Puskesmas bila Kepala Puskesmas
berhalangan hadir.

Menyelenggarakan rapat di tingkat puskesmas.

3. Dokter

Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di wilayah

kerja yaitu Puskesmas Sukamakmur meliputi:
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Melakukan pemeriksaan dan pengobatan serta konsultasi medis pada
pasien di Puskesmas.

Memberikan pelayanan rujukan medis serta surat-surat yang
berhubungan dengan hasil pemeriksaan kesehatan.

Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan kepada Kepala Puskesmas.

Bersama dengan Kepala Puskesmas melaksanakan fungsi manajemen
Puskesmas.

Membina pengelolaan yang berkaitan dengan obat-obatan.
Melaksanakan UKM di posyandu balita, lansia dan kelompok
masyarakat.

Meningkatkan upaya kesehatan dilingkungan sekolah dengan jalan
penyuluhan, pembinaan kader UKS, dokter kecil, sekolah sehat.
Membantu menyusun laporan tahunan, profil kesehatan puskesmas.
Berperan serta dan bertanggung jawab dalam program 5 bebas (bebas
asap rokok, bebas sampah, bebas air tergenang,, bebas semak, bebas
debu).

Berkoordinasi lintas program dan lintas sektor serta menghadiri
pertemuan-pertemuan kedinasan yang diperintahkan atasan.

Mengikuti seminar profesi atau kursus atau pelatihan dalam rangka
peningkatan mutu SDM.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan

perundangan yang berlaku.
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4. Bidan Kordinator

a. Menyusun kegiatan KIA ( Kesehata Ibu dan Anak )

b. Melaksanakan Kegiatan pemeriksaan /pembinaan kepada ibuhamil, ibu
nifas, bayi dan balita.

c. Melaksanakan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana

d. Membina dan mensupervisi bidan desa yang ada di wilayah kerja
Puskesmas.

e. Melaksanakan kegiatan lapangan dalam kegiatan Posyandu

f. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamatan alat medis dan
non medis KIA.

g. Membantu kepala Puskesmas dalam menyusun rencana kegiatan di
puskesmas.

h. Membantu kepala Puskesmas dalam membuat laporan kegiatan.

i. Melaksanakan kegiatan Puskesmas.

J. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan KIA.

5. Bendahara Puskesmas
Membantu Kepala Puskesmas menyelenggarakan atau mengelola keuangan
Puskesmas.
a. Mencatat arus penerimaan dan pengeluaran keuangan Puskesmas
dalam buku kas umum.
b. Mendokumentasikan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan

dalam buku kas Bantu.
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c. Mendistribusikan penerimaan keuangan dalam buku kas umum.

d. Menerima dan mencatat hasil penerimaan retribusi dari unuit-unit
pelayanan puskesmas dan bidan desa.

e. Menyetorkan hasil penerimaan retribusi Puskesmas kepada bendahara
Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kabupaten.

f. Merekap dan mendokumentasikan laporan bulanan penerimaan dan
pengeluaran retribusi Puskesmas.

g. Menghadiri pertemuan yang diperintahkan oleh Kepala puskesmas.

h. Melaporkan administrasi keuangan kepada Kepala Puskesmas secara
rutin.

i. Membantu menghitung obat untuk didistribusikan dari Gudang obat
Puskesmas.

J. Membantu menyiapkan kebutuhan konsumsi rapat dan tamu.

6. Bidan/Perawat

Memberikan asuhan keperawatan baik terhadap individu, keluarga, kelompok
khusus dan masyarakat. Selain sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata
pertama juga sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat selain itu tugas Bidan dan perawat di Puskesmas

adalah sebagai berikut:
a. Berkolaborasi dengan Dokter Puskesmas dalam pelayanan pengobatan
pasien baik di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, Puskesmas

Keliling dan Poskesdes.



47

. Bertanggung jawab atas kebersihan dan penataan ruangan BP dan
Ruang Perawatan dan Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan
pengamanan alat medis dan non medis di ruang BP dan Ruang
Perawatan.

. Membantu kegiatan lintas program antara lain dalam Kkegiatan
pemberantasan penyakit menular, UKS, Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat dan kegiatan lapangan lainnya.

. Melaksanakan kegiatan puskesmas diluar gedung.

. Membantu pelaksanaan kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia.
. Membantu Kepala Puskesmas dalam pembuatan rencana kegiatan.

. Membantu Kepala Puskesmas dalam membuat laporan kegiataan.

. Melaksanakan Kegiatan pelayanan pos di Puskesmas.

i. Membantu Pelaksanaan pelacakan kelaianan mata, jiwa dan tumbuh

kembang anak balita.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Proses pengolahan data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang
dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian.Dalam
proses penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil Jawaban dari hasil
wawancara yang dilakukan peneliti ke lokasi penelitian.Setelah memperoleh dan
mengumpulkan data-data dari hasil wawancara peneliti kemudian melakukan
tindakan analisis terhadap data-data yang diberikan.

Berikut ini adalah penyajian data berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan peneliti kepada narasumber. Penyajian data yang dilakukan bersifat
deskriptif atau bersifat menceritakan seperti yang terjadi ketika dilakukan
wawancara kepada narsumber tersebut.

Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala
Puskesmas Sukamakmur, Kepala Tata Usaha, Dokter Puskesmas, Bidan
Koordinator, Masyarakat Sukamakmur.

4.2 Keadaan atau Gambaran Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu

Data tentang keadaan atau gambaran di Puskesmas Sukamakmmur
Labuhan Batu adalah dikelompokan dalam fasilitas Puskesmas dan Status.
Adapun keadaan atau gambaran di Puskesmas Sukamakmur Labuhan batu terkait

dengan fasilitas Puskesmas antara lain disajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.1

Fasilitas Ruang Pelayanan Puskesmas Sukamakmur

Fasilitas Jumlah
Ruang Kepala Puskesmas 1
Ruang TU / Bendahara 1
Ruang Loket 1
Ruang Apotik 1
Ruang Poli Umum 1
Ruang Poli Gigi 1
Ruang Gizi / Imunisasi 1
Gudang obat 1
Ruang Kesling TB Paru 1
Ruang Bersalin 1
Ruang KIA /KB 1

Sumber : Hasil Penelitian 2019
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Adapun Status Puskesmas Sukamakmur dapat dilihat dari table
dibawah ini:
Tabel 4.2

Status Puskesmas Sukamakmur Labuhan Batu

Status Jawaban

Naungan Kementerian Kesehatan
Status Dasar

SK Izin Pembangunan 11-02-1998

SK Izin Operasional Pembaharuan | 31-12-2018

Sumber : Hasil Penelitian 2019

4.2.1 Data Hasil Wawancara
Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Puskesmas
Sukamakmur Labuhan Batu penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-
aspek sebagai berikut :
1.2.1 Adanya Tujuan Dalam Pelaksanaan Implementasi Pemenuhan
Persyaratan tenaga Kesehatan ?

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 18 Maret 2019
dengan Ibu Siti Berlian, SKM, M.MKM (47 tahun) selaku Kepala Puskesamas
Sukamakmur Labuhan Batu mengatakan bahwa tujuan dalam pelaksanaan
implementasi pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan belum terpenuhi. Tujuan
pemenuhan tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan

menjadikan puskesmas lebih baik dan dapat semaksimal mungkin melaksanakan
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tugas di puskesmas. Kemudian apakah pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
Sukamakmur sudah terpenuhi, belum tercapai dan masih melakukan upaya
peningkatan. Apa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan persyaratan tenaga
kesehatan di Puskesmas Sukamakmur yaitu dengan mengikuti akreditasi dan
pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala tata usaha Puskesmas
Sukamakmur Ibu Rivka Vimana, S.Kep (36 tahun) senin 18 Maret 2019, tentang
tujuan pelaksanaan pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan adalah agar segala
kegiatan yg ada dipuskesmas dapat bejalan dengan lancar tidak terkendala dengan
hambatan apapun. Apakah tujuan pemenuhan tenaga kesehatan sudah tercapai
jawabannya adalah sedang dilakukan upaya agar pemenuhan tersebut berjalan
dengan lancar. Upaya apa yang sudah dilakukan dalam memenuhi persyaratan
tenaga kesehatan di Puskesmas Sukamakmur yaitu dengan melakukan pelatihan,
bimbingan melakukan sosiallisasi dengan pihak- pihak yg bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bidan Koordinatot Puskesmas
Sukamakmur pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dengan lbu Aspita Nirwana,
Am.Keb (50 tahun) tujuan pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan adalah untuk
memenuhi kebutuhan puskesmas agar lebih efektif dalam menjalankan segala
kegiatan dan meningkatkan mutu pelayanan. Apakah sudah terpenuhi pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan di puskesmas jawabannya belum terpenuhi. Upaya
yang dilakukan dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah mengadakan pelatihan

tenaga kesehatan dan mengikuti seminar-seminar kesehatan.
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak dr.Irwan Efendi batubara (43
tahun) selaku Dokter Umum Puskesmas Sukamakmur pada hari Rabu 20 Maret
2019, tujuan pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan menurut beliau adalah agar
segala aktivitas di puskesmas berjalan dengan lancar agar tidak ada penghambat.
Apakah pemenuhan tersebut sudah tercapai menurut bapak belum tercapai karna
masih kurang maksimal dalam pelayanan di puskesmas. Apa upaya yang
dilakukan dalam pemenuhan tenaga kesehatan tersebut seharusnya lebih
ditingkatkan lagi dibidang pelayanan dan segera dilakukan rekruitmen.

Berdasarkan wawancara dengan lbu Eko Mawarni, Am.Keb (47 Tahun)
Selaku Bidan Puskesmas Labuhan Batu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019
menurut beliau tujuan pemenuhan tenaga kesehatan dipuskesmas adalah agar
segala kegiatan pelayanan dipuskesmas tidak terhambat dan lancar. Dalam
pemenuhan tenaga Kesehatan dipuskesmas menurutnya belum terpenuhi dengan
maksimal. Upaya yang telah dilakukan pihak Puskesmas dalam pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan adalah dengan melakukan pengarahan dan pelatihan

kepada para tenaga medis.

1.2.2 Adanya Proses Yang Di Lakukan Untuk Mendukung Kebijakan ?
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 18 Maret 2019 dengan
narasumber Kepala Puskesmas Ibu Siti Berlian, SKM, M.KM (47 tahun) tentang
sudahkah tenaga kesehatan melakukan tugasnya sesuai standar oprasioanal yaitu

sudah melakukan tugasnya sesuai masih perlu peningkatan lagi. Dan pegawai
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puskesmas sudah menjalankan pekerjaan sesuai bidang dan tupoksinya. Dan juga
sudah melayani pasien dengan sebaik-baiknya dan menyapa pasien dengan ramah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rivka Vimana, S.Kep (36 Tahun)
pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 tentang apakah tenaga kesehatan sudah
melakukan tugasnya sesuai standar prosedur oprasional menurut beliau sudah
semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas di puskesmas dengan segala kerja
sama antar pegawai puskesmas. Kemudia dalam melakkukan tugasnya sudah
memenuhi prosedur pelayanan dan sudah sesuai dengan tupoksi dan posisi
masing-masing. Dan dalam melaksanakan tugasnya sudahkah memenuhi etika
profesi dan hak pasien yaitu jawabannya sudah karena para pegawai di Puskesmas
sudah bekerja semaksimal dan menyapa pasien dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 18 Maret 2019 dengan
narasumber Bapak dr.Irwan Efendi Batubara (43 Tahun) tentang sudahkah tenaga
kesehatan melakukan tugasnya sesuai standar oprasioanal yaitu sudah melakukan
tugasnya sesuai masih perlu peningkatan lagi. Dan pegawai puskesmas sudah
menjalankan pekerjaan sesuai bidang dan tupoksinya. Dan juga sudah melayani
pasien dengan sebaik-baiknya dan menyapa pasien dengan ramah.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Ibu Aspita Nirwana,
Am.Keb (50 Tahun) pada hari Seninn, 18 Maret 2019 beliau mengatakan para
pegawai sudah melakukan tugas sesuai standar prosedur oprasional,dan juga
sudah bekerja dengan baik sesuai tupoksinya,serta dalam urusan etika profesi dan
hak pasien para pegawai berusaha sebaik mungkin menyapa dan melayani pasien

dengan sebaik mungkin.
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Lalu berdasarkan wawancara kepada narasumber Ibu Eko Mawarni,
Am.Keb (47 Tahun) pada hari Senin, 18 Maret 2019 menurutnya tenaga kesehatan
yang ada dipuskesmas sudah melakukan tugasnya sesuai standar prosedur yang
diharapkan para pasien yang datang ke puskkesmas tersebut, Dan tenaga
kesehatan sudah memenuhi standar pelayanan para pegawai Sukamakmur sudah
bekerja sesuai tupoksinya, dan sudah memenuhi etika profesi dan hak pasien
dengan melakukan pelayanan kesehatan yang semaksimal dan menyapa ramah
para pasien.

1.2.3 Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan dalam

Mencapai Suatu Kebijakan ?

Wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Puskesmas Sukamakmur
Ibu Siti Berlian, SKM, M.KM (47 Tahun) pada hari Senin, tanggal 18 Maret
2019 tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam
pelaksanaan tugas tenaga kesehatan menurut beliau masih ada kurang sedikit-
sedikit dan masih dilakukannya pengajuan alat-alat kesehatan yang kurang ke
Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten Labuhan Batu, Sarana dan Prasarana
yang sudah ada dipuskesmas sudah memenuhi standard dan dapat digunakan
semaksimal mungkin, Upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang
dapat mendukung tenaga kesehatan yaitu dengan memanfaatkan alat-alat yang
sudah ada dengan maksimal dan sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas
pelayanan di Puskesmas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Tata Usaha Ibu Rivka Vimana,

S,Kep (36 Tahun) pada hari Senin, 18 Maret 2019 tentang ketersediaan sarana dan
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prasaran yang mendukung dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan, Masih
belum terpenuhi secara maksimal dan masih melakukan pengajuan alat-alat yang
masih kurang kepada Dinas Kesehatan agar segera di tindak lanjuti. Sarana dan
prasarana yang sudah tersedia memenuhi persyaratan standar pelayanan kesehatan
dipuskesmas selanjutnya tinggal menggunakan dengan sebaik mungkin dan
memanfaat yang ada semaksimal mungkin, Upaya yang dilakukan untuk
peningkatan sarana prasaran yang ada yaitu memanfaatkan segala sarana dan
prasaran dengan baik dan juga melakukan evaluaisi kembali dan melaporkan ke
Dinas Kesehatan agar lebih meningkat lagi dan evektif.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Aspita Nirwana, Am.Kep pada hari
Senin, Tanggal 18 Maret 2019 tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang
mendukung dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan yaitu belum terpenuhi dan
melakukan pengajuan ke Dinas Kesehatan, Dan untuk ketersediaan sarana dan
prasarana yang ada sudah memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan di
puskesmas, Upaya peningkatannya adalah berusaha semaksimal mungkin
menggunakan peralatan yang ada dan melakukan evaluasi dan melaporkan ke
Dinas kesehatan agar segera ditangani segala kekurangan dan upaya peningkatan.

Berdasarkan wawancara dengan dokter umum yaitu Bapak dr. Irwan (40
Tahun) pada hari Senin, 18 Maret 2019 tentang sarana dan prasarana yang
mendukung dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan belum terpenuhi dengan
baik pengajuan alat-alat yang masih kurang sedang di upayakan pihak Puskesmas,
sarana dan prasarana yang sudah tersedia sudah memenuhi persyaratan untuk

mendukung pekerjaan di Puskesmas, Upaya dalam peningkatan sarana dan
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prasarana adalah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik
mungkin dan jika masih kurang melakukan pengaduan ke Dinas Kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bidan Puskesmas vyaitu Ibu Eko
Mawarni, Am.Keb (47 Tahun) pada hari Senin, 18 Maret 2019 ketersediaan
sarana dan prasarana belum terpenuhi dan masih melakukan pengajuan ke Dinas
Kesehatan, Sarana dan Prasarana yang tersedia sudah memenuhi standar
pelayanan, Upaya yang sedang dilakukan adalah pihak puskesmas mengajukan
alat-alat yang masih kurang dan ruangan-ruangan yang kurang agar dapat
terpenuhi dengan sebaik- baiknya.

1.2.4 Adanya Ketersediaan tenaga Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Berlian, SKM, M.KM pada hari
Senin, tanggal 18 Maret 2019 tentang ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas
Sukamakmur, masih kurang dan masih diupayakan penambahan tenaga kesehatan
dengan posisi yang kosong dan melaporkan ke Dinas kesehatan Kabupaten
Labuhan Batu, tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas belum memenuhi jumlah
kebutuhan masih adanya kekuranga tenaga kesehtan di masing-masing tupoksi,
tenaga kesehatan yang ada sudah memenuhi standar profesi yang telah ditetapkan
masing-masing tenaga kesehatan yang sudah tersedia sudah melakukan tugasnya
dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan Tata Usaha Puskesmas Sukamakmur
Ibu Rivka Vimana, S.Kep pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 tentang
ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Sukamakmur belum terpenuhi

dengan baik masih kurang beberapa tenaga kesehatan di bidang tertentu yaiitu dr
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gigi, PKM, Sanitarian, Rekam Medis, Analisis Kesehatan, Perawat Gigi dan
Tenaga Adminstrasi. Tenaga kesehatan yang sudah tersedia masih kurang
maksimal dalam melakukan pelayanan karna masih kurangnya tenaga kesehatan
dan posisi yang kosong, Tenaga kesehatan yang sudah tersedia sudah melakukan
tugasnya dengan maksimal dan sebaik-baiknya.

Berdasarkan wawancara dengan lbu Aspita Nirwana, Am.Keb (50
Tahun) pada hari senin, Tanggal 18 Maret 2019 tentangketersediaan tenaga
kesehatan di puskesmas masih kurang dan diupayakan pealporan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, tenaga kesehatan yang sudah ada blm
memenubhi standar pelayanan , sedangkan tenaga kesehatan yang sudah ada sudah
memenuhi standar profesi yang telah ditetapkan sudah melakukan tugasnya sesua
jabatan dan posi masing-masing.

Wawancara dengan Dokter Umum Puskesmas sukamakmur dengan
Bapak dr.Irwan Efendi Batubara (43 Tahun) pada hari Senin, 18 Maret 2019
menurut beliau tenaga kesehatan yang ada dipuskesmas masih kurang dan perlu
peningkatan dan penambahan jumlah tenaga kesehatan dan diupayakan pelaporan
ke Dinas Kesehatan, Dan menurut beliau tenaga kesehatan yang sudah tersedia
belum maksimal dalam pelayanan karena masih ada bagian-bagian yang kosong
sehingga terhambatnya pelayanan dibidang dan di pelayanan yang kosong
tersebut, Semua tenaga kesehatan yang sudah tersedia sudah memenuhi standar
profesi karna telah menjalankan pekerjaan dengan posisi masing-masing dan

maksimal.



58

Berdasarkan wawancara dengan Bidan Puskesmas Ibu Eko Mawarni,
Am. Keb (47) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 tentang ketersediaan tenaga
kesehatan di Puskesmas Sukamakmur belum terpenuhi dengan baik masih kurang
beberapa tenaga kesehatan di bidang tertentu yaiitu dr gigi, PKM, Sanitarian,
Rekam Medis, Analisis Kesehatan, Perawat Gigi dan Tenaga Adminstrasi. Tenaga
kesehatan yang sudah tersedia masih kurang maksimal dalam melakukan
pelayanan karna masih kurangnya tenaga kesehatan dan posisi yang kosong,
Tenaga kesehatan yang sudah tersedia sudah melakukan tugasnya dengan

maksimal dan sebaik-baiknya.

4.3 Pembahasan
Dalam pembahsan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan
menginterprestasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun

analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Tujuan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan
Pemenuhan Persyaratan tenaga Kesehatan

Tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan menteri
kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan
berjalan dengan baik dan bisa menjalankan proses pelayanan kesehatan dengan
memberikan Kkinerja yang maksimal dalam melayani pasien agar pasien cepat
teratasi dengan baik dan peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Sukamakmur.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara di
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puskesmas Sukamakmur tentang tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan
peraturan menteri nomor 75 tahun 2014 vyaitu dengan mengikuti akreditasi
Puskesmas serta pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia yang
bertujuan untuk meningkatkan tenaga kesehatan yang bekualitas sesuai dengan
SOP yang berlaku sehingga dengan pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan
tersebut terjaganya dan semangkin meningkatnya mutu puskesmas, maka

pengaruhnya akan sangat positif terhadapat masyarakat Sukamakmur.

Menurut Guntur (2004 : 39) implementasi adalah suatu perluasan yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu
sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dalam mengimplementasikan
peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang  pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan masih perlu sedikit penyesuaian agar masyarakat

dapat merasakan dampak yang baik kedepannya dan semakin maju.

4.2.2 Adanya Proses Yang Dilakukan Untuk Mendukung Kebijakan

Proses yang dilakukan untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Nomor 75
tahun 2014 adalah dengan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab

dengan memberikan pelayanan yang baik, bekerja sesuai tupoksi dan semaksimal
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mungkin memberikan pelayanan dan etika profesi dan hak pasien harus lebih

diutamakan agar dapat mendukung suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Seperti yang dikemukakan Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi
kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan
mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun
dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil
yang diterapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan
disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum
tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-
keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah
undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi

kebijakan tersebut

Menurut analisa penulis dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan yaitu dengan membangun kerjasama antara puskesmas dan
tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di puskesmas
sukamakmur, yakni melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui
pelatihan-pelatihan seperti penyuluhan sehingga akan berimbas kepada perbaikan
pelayanan masyarakat dan meningkatkan tanggung jawab dalam melayani pasien.

Dengan demikian adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
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di Puskesmas Sukamkmur Labuhan Batu sehingga dapat sesuai dengan peraturan

pemerintah no 75 tahun 2014.

4.2.3 Adanya Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Dalam Mencapai

Suatu Kebijakan

Pencapaian suatu kebijakan dapat berjalan lancar dengan adanya bantuan
sarana dan prasaran yang ada, dalam hal ini salah satu proses terhambatnya suatu
kebijakan berjalan dengan lancar adalah kurangya beberapa sarana dan prasaran
yang dibutuhkan di Puskesmas Sukamakmur Labuhan batu. Harus ada tindakan-
tindakan yang dilakukan dalam kurangnya alat-alat kesehatan agar segala proses

pelayanan di puskesmas sukamakmur berjalan dengan lancar.

Seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye (2009:19) kebijakan publik
adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau
tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever goverment choose to do
or not to do). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai
perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah
atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh

(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Berdasarkan analisi penulis, sarana dan prasaran yang mendukung dalam
kebijakan masih kurang mencukupi kinerja tenaga kesehatan, hal ini seharusnya

harus lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan oleh Kepala Puskesams yang
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bertanggung jawab di wilayah kerjanya selanjutnya melakukan interaksi dengan

Dinas Kesehatan agar terwujudnya pencapaian suatu kebijakan.

4.2.4 Adanya Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan adalah salah satu hal yang paling
mendukung dalam pencapaian kebijakan, tenaga kesehatan adalah hal utama yang
harus dimiliki puskesmas ataupun rumah sakit karna merupakan bagian penting
dan tenaga kesehatan melakukan segala aktivitas pelayanan kesehatan harus
sesuai tupoksinya masing-masing. Kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas
dapat menghambat pelayanan kesehatan sehingga perlunya tindakan yang
dilakukan Kepala Puskesmas untuk pemenuhan SDM dan memberikan arahan
kepada tenaga kesehatan agar dapat bekerja semaksimal mungkin.

Seperti Pendapat Winarno(2002:102) menyatakan implemantasi kebijakan
publik merupakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-
individu(kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusankeputusan menjadi
tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu aupun dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh
keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi
hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai

implementasi kebijakan tersebut

Menurut analisis penulis, ketersediaan tenaga kesehatan yang masih

kurang harus segera di upayakan pengaduan dari pihak Puskesmas ke Dinas
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Kesehatan Kabupaten agar dapat segera memenuhi bagian-bagian yang kosong
dan diupayakan secepat mungkin agar aktifitas pelayanan di puskesmas tidak
terganggu. Untuk tenaga kesehatan yang sudah ada harus bekerja keras di masing-
masing tupoksinya untuk dapat menutupi sedikit kekurangan yang ada di
Puskesmas tenaga kesehatan yang sudah ada juga sudah memenuhi standar profesi

yang telah ditetatpkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan belum

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pertama, tujuan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan belum terpenuhi dan belum tercapai dengan baik,
masih banyak yang harus diperhatikan dan banyak pihak yang harus
memerhatikan dalam masalah ini terutama Kepala Puskesmas dan Dinas

Kesehatan agar dapat segera tercapainya suatu tujuan.

Kedua, proses yang dilakukan untuk mendukung sebuah kebijakan yang
ingin di capai adalah, dalam hal ini pihak puskesmas membangun kerjasama
puskesmas dengan tenaga kesehatan yang berada di puskemas untuk
meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di puskesmas Sukamakmur, dengan
melakukan peningkatan sumber daya manusia yang berada di puskesmas
hamparan perak dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar sumberdaya
manusia dapat meningkat dengan baik yang akan berimbas kepada perbaikan

pelayanan masyarakat dan meningkatkan tanggung jawab dalam melayani pasien.

66
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Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai
suatu kebijakan, dalam hal ini perlunya sarana dan prasarana yang mendukung
untuk pencapaian tujuan harus lebih ditingkatkan lagi agar dampak dari pelayanan
kesehtan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati masyarakat. Maka
diharapkan dalam hal ini perlunya turut campur Dinas Kesehatan untuk lebih

memperhatikan kekuranga yang ada di puskesmas Sukamakmur.

Empat, adanya ketersediaan tenaga kesehatan, dalam hal ini pentingnya
tenaga kesehatan sangat berdampak pada segala sesuatu yang ada di Puskesmas
maka diharapkan upaya yang sedang dilakukan pihak puskesmas dapat berjalan
sesuai yang diharapkan yaitu pemenuhan SDM yang sudah diupayakan ke Dinas
Kesehatan agar mencari cara dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada
staf-staf tenaga kesehatan lainnya agar meningkatnya pemahaman di dalam

masyarakat.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Dalam Implementasi Peratuaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas
Sukamakmur Labuhan batu, Puskesmas hendaknya memerhatikan dan
meningkatkan kekurangan SDM, Sarana dan Prasarana serta pemahaman
tentang kesehatan kepada seluruh staf atau tenaga kesehatan yang sudah

ada di Puskesmas Sukamakmur.
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5.2.2 Diharapkan proses yang sedang diupayakan pihak puskesmas ke Dinas

5.2.3

524

Kesehatan dapat segera terealisasikan agar tidak terhambatnya segala jenis

pelayanan di Puskesmas Sukamakmur.

Diharapkan sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung jalannya
proses pelayanan di Puskesmas Sukamakmur dan dapat ditingkatkan lagi
dan lebih diperhatikan lagi oleh Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab

atas segala kekurangan yang ada dipuskesmas.

Puskesmas harus dapat melayani masyarakat dengan baik dan segera
mengatasi segala permasalahan yang ada dengan bijak, harus tetap kompak
sesama tenaga kesehatan dan perlu sedikit penyesuaian dalam masing-
masing tupoksinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal

lagi kepada masyarakat.
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a. Adanya tujuan dalam pelaksanaan implemntasi kebijakan pemenuhan
persyaratan tenaga kesehatan
1. Apakah tujuan pelaksanaan kebijakan pemenuhan persyaratan
tenaga kesehatan?
2. Apakah tujuan kebijakan pemenuhan persyaratan tenaga kesehatan
sudah terpenuhi di puskesmas sukamakmur?
3. Apa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi persyaratan

tenaga kesehatan di puskesmas sukamakmur?

b. Adanya proses yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
1. Apakah tenaga kesehatan sudah melakukan tugasnya sesuai standar

prosedur operasional?



Apakah tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sudah
memenubhi standar pelayanan?
Apakah tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya sudah

memenubhi etika profesi dan hak pasien?

c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mencapai suatu

kebijakan

1.

2.

Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung
dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di puskesmas
sukamakmur?

Apakah sarana dan prasarana yang sudah tersedia memenubhi
persyaratan  standar pelayanan kesehatan di  puskesmas
sukamakmur?

Bagaimana upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang

dapat mendukung tenaga kesehatan di puskesmas sukamakmur?

d. Adanya ketersedian tenaga kesehatan

1.

2.

3.

Bagaiman  ketersedian tenaga kesehatan di  puskesmas
sukamakmur?

Apakah tenaga kesehatan yang tersedia sudah memenuhi
kebutuhan dalam melayani masyarakat?

Apakah tenaga kesehatan yang tersedia sudah memenuhi standar

profesi yang telah di tetapkan?
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